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BAB III 

PENUTUP   

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dilakukan dari hasil penelitian 

maka penulis berkesimpulan bahwa upaya polisi dalam mengungkap tindak 

pidana kekerasan dalam rumah tangga belum berjalan secara efektif 

dikarenakan: 

1.  upaya pencegahan (Preventif) dan penanganan (Represif) dari banyaknya 

instansi yang melaksanakan sosialisasi sehingga adanya tumpang tindih 

sosialisasi yang kooperatif  dari instansi yang bersangkutan. Adanya 

keterlambatan penyelesaian kasus KDRT oleh kepolisian yang 

mengakibatkan terjadinya penumpukan kasus KDRT yang belum selesai 

dalam 1 tahun. Adanya mediasi dan upaya damai yang dilakukan oleh 

pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan permohonan 

kesepakatan bersama antara kedua belah pihak suami/istri untuk mengakhiri 

perkara kekerasaan dalam lingkungan keluarga yang mengakibatkan 

lemahnya penegakan hukum dan sanksi pidana sebagai wujud untuk 

memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana kususnya dalam lingkup 

keluarga/rumah tangga. 

2. Hambatan yang dialami oleh polisi dalam upaya mengungkap tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan ada  beberapa faktor yang 

menjadi hambatan dalam upaya untuk mengungkap tindak pidana kekerasan 
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dalam rumah tangga, dan masih kentalnya budaya patriarki yang sudah lama 

ada dan melekat dalam masyarakat kita. Adanya hambatan-hambatan 

tersebut diantaranya adalah: 

a. Hambatan dari korban 

b. Hambatan dari pelaku 

c. Hambatan dari keluarga/masyarakat 

d. Hambatan dari Nagara 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Pihak kepolisian harus melakukan komunikasi dan kordinasi dengan instansi 

yang terkait dalam hal ini (LSM, LBH, Komnas Perlindungan anak dan 

perempuan). 

2. Pihak kepolisian perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada 

umumnya yang sasarannya adalah keluarga.. 

3. Perlunya peran penting lembaga-lembaga yang berwenang dalam 

penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, harus 

ditingkatkan agar selalu memberikan pendampingan, dan bantuan bagi 

pihak-pihak yang terlibat terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga. 
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